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ABSTRAK 

 

PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

(Studi Kasus di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten 

Tulang Bawang) 

 

Oleh 

FITRIA SUPRIHATIN 

Menurut pasal 30 tentang mahar “Calon mempelai  pria wajib membayar 

kepada calon mempelai wanita  yang   jumlah dan bentuk,  dan jenisnya 

disepakati oleh kedua belah pihak” Namun di Desa Banjar Dewa, Kecamatan 

Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terdapat kasus yang maharnya 

ditentukan oleh orang tua calon istri. Orang tua beranggapan bahwa mempunyai 

hak penuh dalam menentukan  mahar anak perempunnya dan meniadakan hak 

anak  perempuan  mereka  untuk  ikut  serta  dalam  menentukan  maharnya 

sendiri. 

Penelitian ini merupakan  hasil  penelitian  lapangan (field research)  yang  

bertujuan untuk  menjawab pertanyaan  tentang bagaimana hukum penentuan 

kadar mahar yang ditentukan sepenuhnya oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, 

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Untuk  menjawab 

permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan  menggunakan  

teknik,wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dihimpun,   kemudian   

dianalisis   menggunakan   metode   analisis deskriptif. Adapun pola pikir yang 

dipakai adalah menggunakan pola pikir deduktif. 

Hasil   penelitian   menyimpulkan   bahwa   adanya   penentuan   mahar 

dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut 

serta menentukan maharnya sendiri di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar 

Agung, Kabupaten Tulang Bawang bukanlah merupakan ketentuan dari hukum 

Islam, karena didalam beberapa kitab fiqih dijelaskan bahwa mahar merupakan 

hak istri dan di dalam penentuanya  juga harus terdapat kerelaan   seorang   istri. 

karena Islam menghendaki adanya kerido‟an atau kerelaan calon istri atas mahar 

yang akan diberikan oleh calon suami. 
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MOTTO 

وَعَهْ عُقْبتََ بْهِ عَامِزٍرَضِيَ اللهُ عَىًُْ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَهيَ اللهُ عَهيًَ وَسَهم: 

دَاقِ ايَْسَزُيُ   خَيْزُانصَّ

“Dari Ukbah bin Amir ra. Berkata, bersabda Rasulullah SAW : Sebaik-baiknya 

pemberian yang wajib (mahar) adalah yang paling mudah”  (Abu Dawud)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sunatulloh bagi manusia sebagai sarana untuk 

memperoleh keturunan agar kehidupan di dunia ini terus berkembang. 

Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk 

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, 

menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan 

untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti 

persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.
2
 

Nikah atau perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Lebih sepesifik lagi pengertian perkawinan yang terdapat dalam 

Impres No. 1 Tahun 1991 BAB II pasal 2, dikatakan bahwa 

perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang 

sangat kuat atau miisaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam pasal 3 

disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk memujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sainah mawaddah dan rahmah.
 4
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 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,  (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7. 

3
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
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 Tobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2013),  
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Pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam 

yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah 

memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat 

tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Para ulama 

mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu syarat atau rukun akad, 

tetapi merupakan suatu konsekuensi adanya akad.
5
 

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam buku Fiqih Sunah 

Untuk Wanita disebutkan Mahar adalah imbalan yang diberikan dalam 

pernikahan atau semacamnya melalui  kesepakatan mempelai laki-laki dan 

wanita. Imbalan ini disebut juga shadaq, karena mengisyaratkan ketulusan 

maksud suami untuk mempersunting isterinya.
6
 

Sayyid sabiq mengatakan dalam buku Fikih Munakahat karya Tihamni 

dan Sohari bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan 

menghargai kedudukan wanita yakni memberi hak untuk memegang urusanya 

sendiri. pada zaman jahiliah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan 

sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya 

dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam Syari‟at 

Islam diangkat drajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar 

mahar jika menikahinya
7
 

 

                                                           
5
 Muhammad  Jawad  Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad, 

(Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2013), h. 366. 
6
 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunah Untuk Wanita, (Jakarta: Al-I‟tishom 

Cahaya Umat, 2007), h. 663. 
7
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010),  h. 35-37 
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Mahar dalam perkawinan menurut istilah dalam pasal 1 huruf (d) KHI, 

yaitu: "Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, 

baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam". 

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang 

wanita  dengan   memberi hak kepadanya, diantarannya  adalah hak untuk 

menerima  mahar  (maskawin).  Mahar  hanya  diberikan  oleh  calon  suami 

kepada calon istri,  bukan kepada wanita  lainnya atau  siapapun walaupun 

sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi 

menggunakannya, meskipun oleh suaminnya sendiri kecuali dengan ridha 

dan kerelaan istri.
8 

Dalil kewajiban mahar dari Al-Quran adalah firman Allah SWT dalam 

surat An-Nisa ayat : 4 

                    

9
   

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
10

 

 

Surat An-Nisa ayat ke-4 ini turun sehubungan dengan kebiasaan para 

Bapak (wali) menggunakan atau menerima mahar (maskawin) dengan tanpa 

seizin putrinya (anak yang menjadi tanggung jawabnya yang dinikahkan). 

                                                           
8
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, h. 37. 

9
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 100. 
10

 Ibid., h. 100. 
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Sehubungan dengan kebiasaan seperti itu Allah SWT menurunkan ayat ini 

sebagai larangan atas perbuatan mereka tersebut. Wali tidak boleh 

menggunakan maskawin milik putri yang dikawinkannya.
11

 

Mahar salah satu bentuk kewajiban finansial yang dituntut dari 

suami, tidak di jelaskan besaran mahar yang harus diserahkan. Tidak ada 

batasan yang jelas mengenai mahar yang ditetapkan Islam, menunjukan 

bahwa jumlah pembayaran mahar sangat dipengaruhi oleh hal diluar mahar 

itu sendiri, seperti kondisi ekonomi suami dan kondisi sosial istri.  

Mahar dibayarkan atas dasar kerelaan, adanya kesepakatan antara 

calon suami dan calon istri. AL-Maraghi ketika menafsirkan ayat 4 

Al-Quran surat Al-Nisa tersebut mengungkapkan bahwa mahar 

adalah pemberian yang merupakan simbol kasih sayang antara 

keduanya dan juga sebagai simbol cinta kasih dalam rumah tangga 

yang akan mereka bangun.
12

 

 

Sejalan dengan aturan mengenai harus adanya kesepakatan dalam 

penentuan  mahar  itu,   juga  dijelaskan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam 

terdapat   dalam  pasal  30  tentang   mahar:  “Calon  mempelai  pria  wajib 

membayar kepada calon mempelai wanita  yang   jumlah dan bentuk,  dan 

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.
13

 

Calon istri mempunyai hak untuk menentukan maharnya sendiri hal ini  

juga  tidak  terlepas  kaitannya  dengan  hak-hak perempuan, bahwa dengan 

tegas  dijelaskan bahwa masalah mahar merupakan hak eksklusif perempuan, 

                                                           
11

 Ibid., h. 220.  
12

 Enizar, Hadis Hukum Keluarga I, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), h. 76. 
13

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 

2010), h. 120. 
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sehingga ia berhak untuk menentukan jumlahnya dan menjadikan hak 

pribadinya.  

Penelitian di masyarakat Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar 

Agung, Kabupaten Tulang Bawang terdapat kasus pernikahan yang maharnya 

di tentukan oleh orang tua pihak perempuan. Orang tua beranggapan bahwa 

mempunyai hak penuh dalam menentukan  mahar untuk  anak perempunnya 

dan meniadakan hak anak  perempuan  mereka  untuk  ikut  serta  dalam  

menentukan  maharnya sendiri. Hal ini mereka lakukan tanpa  meminta  

kesepakatan  terlebih  dahulu kepada anak perempuannya dengan maskawin 

apa yang diinginkan anaknya tersebut, dan tanpa memahami anaknya, apakah 

anak perempuannya sepakat atau tidak dengan mahar yang mereka tentukan. 

Berdasarkan latar belakang masalah fokus penelitian ini adalah 

Penentuan Kadar Mahar oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang 

Bawang) 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

memiliki pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap penentuan kadar mahar yang ditentukan sepenuhnya oleh orang tua 

di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan 

kadar mahar yang ditentukan sepenuhnya oleh orang tua di Desa Banjar 

Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.  

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa 

penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis 

maupun kegunaaan praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah 

wawasan bagi peneliti dalam memahami dan mengetahui ketentuan 

hukum tentang penentuan mahar oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, 

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang 

ingin mengetahui ketentuan hukum Penentuan Kadar Mahar Oleh 

Orang Tua Perspektif Hukum Islam. 
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D. Penelitian Relevan 

Penelitian releven adalah penelitian yang berjudul serupa dan 

penelitian tersebut sedang atau telah di teliti oleh orang lain, sehingga dalam 

penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti 

sebelumnya.  

Penulis melakukan penelusuran lewat website, artikel, skripsi dan 

internet, ada beberapa skripsi yang membahas tentang Mahar, diantaranya 

yaitu: Skripsi  yang disusun oleh Muhammad Abdul Hakim yang berjudul: 

“ Tinjuan Hukum Islam tehadap Penentuan Nominal Mahar Di Desa 

Mororejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal” (IAIN Wali Songo Semarang, 

2006). Dalam skripsi ini membahas tentang  penentuan  nominal mahar 

yang terjadi di desa Mororejo ini disertai aturan dalam prakteknnya harus 

sepuluh kali lipat dari jumlah pemberian ketika pihak laki-laki melamar.
14

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifa‟i dalam skripsinya yang 

berjudul “Permintaan Mahar dalam Jumlah yang Besar dalam Perkawinan 

Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Anak 

Rantau Aji Lampung Tengah). Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, tahun 

2006, jurusan Syari‟ah, Program Studi Ahwalus Syakhshiyyah. 

Karya ilmiah ini fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan adanya 

permintaan mahar dalam jumlah yang besar yang terjadi di Desa Suka Jaya 

Kecamatan Anak Rantau Aji Lampung Tengah yaitu dari faktor status sosial 

keluarga dalam masyarakat, serta mengetahuai ketentuan hukum atas 

                                                           
14

 http://library.walisongo.ac.id di unduh pada tanggal 20 Maret 2016 

http://library.walisongo.ac.id/
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permintaan mahar dalam jumlah besar dalam perkawinan yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam. 
15

 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawaroh dalam skripsinya yang 

berjudul “Akibat-akibat Hukum Mahar Terhutang Dalam Perkawinan Menurut 

Konsep Hukum Islam” Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, tahun 2001, 

jurusan Syari‟ah, Program Studi Ahwalus Syakhshiyyah. Fokus penelitian 

skripsi ini adalah bentuk pembayaran mahar secara terhutang dikaitkan dengan 

hukum Islam dimana dapat dketahui bahwa mayoritas fuqaha membolekan 

mahar terhutang dengan syarat mahar tersebut diterangkan secara jelas jenis 

dan kadarnya.
16

 

Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya maka penulis melakukan 

penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tetapi 

masih berkaitan dengan mahar. Dimana penulis lebih menekankan terhadap 

penentuan kadar mahar ditentukan sepenuhnya oleh Orang Tua yang 

meniadakan hak anak perempuannya untuk menentukan  maharnya sendiri 

sebagai pihak calon istri. 
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 Ahmad Rifa‟i, Permintaan Mahar dalam Jumlah yang Besar dalam Perkawinan 

Ditinjau dari Hukum Islam, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2006), (Skripsi Tidak 

Dipublikasikan) 
16

 Siti Munawaroh, Akibat-akibat Hukum Mahar Terhutang Dalam Perkawinan Menurut 

Konsep Hukum Islam, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2001), (Skripsi Tidak 

Dipublikasikan) 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Mahar 

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang 

harus diberikan oleh sang suami baik karna akad atau prsetubuhan 

hakiki.
17

 

Mahar diambil dari kata ash-Shadaku yang artinya kesungguhan 

atau kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin 

menikahi wanita yang diinginkan tersebut, sedangkan mahar yang yang 

akan diberikan tersebut sebagai ganti yang telah disebutkan dalam akad 

nikah.
18

 

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam buku Fiqih 

Sunah Untuk Wanita disebutkan Mahar adalah imbalan yang diberikan 

dalam pernikahan atau semacamnya melalui  kesepakatan mempelai laki-

laki dan wanita. Imbalan ini disebut juga shadaq, karena mengisyaratkan 

ketulusan maksud suami untuk mempersunting isterinya.
19

 

Mahar atau maskawin adalah pemberian dari mempelai laki-laki 

kepada pengantin perempuan. Syariat Islam mewajibkan seorang laki-laki 

memberikan mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinnya. Mahar 
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merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap perempuan untuk 

mengangkat derajat perempuan.
20

 

Selanjutnya, mahar dalam perkawinan menurut istilah dalam pasal 

1 huruf (d) KHI, yaitu: "Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam".
21

 

Menurut pasal  30  tentang   mahar:  “Calon  mempelai  pria  

wajib membayar kepada calon mempelai wanita  yang   jumlah dan 

bentuk,  dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”
22

 

Kalangan fuqaha perkataan mahar juga di gunakan istilah lain, 

yakni “shadaq, nilah, dan faridhah” yang maksudnya adalah mahar. 

Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan 

pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai 

perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan 

jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran atau pun Al-Hadis.
23

 

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang 

wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk 

menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan calon suami kepada 

calon istri, bukan kepada wanita lain atau siapa pun walau sangat dekat 
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dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya 

meskipun oleh suaminya, kecuali ridha dan kerelaan istri. 

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita 

bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan 

yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar 

dalam syari‟at Islam dimaksudkan untuk menganggkat harkat dan 

derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-

injakharga dirinya. Dengan adanya pemberian mahar dari pihak 

mempelai laki-laki status perempuan tidak dianggap sebagai barang 

yang diperjual belikan. Sayyid sabiq mengatakan bahwa salah satu 

usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan 

wanita.yakni memberi hak untuk memegang urusanya sendiri. pada 

zaman jahiliah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan 

sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri 

atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak 

kekayaannya. Dalam Syari‟at Islam diangkat drajatnya dengan 

diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika 

menikahinya.
24

 

 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 

mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai 

wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. 

Mengenai bentuk dan jenis mahar tidak di tentukan dalam hukum 

perkawinan Islam, hanya kedua mempelai dianjurkan untuk musyawarah 

untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila pihak mempelai 

wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai laki-

laki, bentuk dan jenisnya dapat ditentukan oleh kedua belah pihak. 
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B. Dasar Hukum Mahar 

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar 

hukum yang diambil  dari Al-Quran dan dasar hukum As-Sunnah. Dalam 

Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman: 

                         

         

Artinya:  Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian 

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 

maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) 

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya.
25

 

 

Dalam ayat 4 surah al-Nisa' di atas yang dimaksud dengan kata 

mahar adalah merupakan pemberian yang  berdasarkan pada sukarela. Ini 

berarti bahwa mahar adalah hak milik si perempuan itu sendiri, bukan 

milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan pemberian dan hadiah 

dari pria terhadapnya. 

Selain dalam al-Qur‟an kewajiban mahar disebutkan pula dalam 

hadits Rasulullah sebagai berikut: 
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Artinya: “Dari Ukbah bin Amir ra. Berkata, bersabda Rasulullah SAW: 

Sebaik-baiknya pemberian yang wajib (mahar) adalah yang 

paling mudah” (Abu Dawud)
26

 

 

Artinya: “Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi‟ dari Abi hazim Bin 

dinar dari Sahal Bin Said, sesungguhnya nabi Muhammad 

berkata kepada seorang laki-laki: Hendaklah kamu menikah 

walaupun dengan cincin dari besi.” (HR. Bukhari)
27

 

Hadits tersebut menunjukan kewajiban mahar sekalipun sesuatu 

yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa 

beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar 

tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali 

dalam hidupnya yang menunjukan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak 

pernah meninggalkannya, hal ini menunjukan kewajibannya.
28

 

Berdasarkan perintah al-Qur‟an dan hadis Nabi SAW di atas, dapat 

dijadikan dasar kewajiban bagi calon suami untuk memberikan mahar 
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kepada calon isterinya, maka dalam hal ini ulama sepakat menetapkan 

hukumnya wajib memberi mahar kepada isteri. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai mahar 

yaitu sebagai berikut: 

Pasal 30 

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai 

wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. 

Pasal 31 

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh 

ajaran Islam. 

Pasal 32 

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu 

menjadi hak pribadinya
29

 

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kesepakatan 

jumlah bentuk dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 

calon mempelai pria dan mempelai wanita. 

C. Syarat-syarat Mahar 

Sesuatu yang akan dijadikan mahar harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. Harta/Bendanya Berharga 

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada 

ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar 
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sedikit tapi bernilai maka tetap sah. Hal ini selaras dengan pendapat 

Mazhab Syafi‟i dan Hanbali berpendapat tidak ada batasan terendah 

bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, oleh 

sebab itu sah apabila mahar dengan benda sedikit ataupun banyak.
30

 

b. Barangnya suci dan dapat diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan 

khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. 

Menurut mazhab Mailiki, bahwa mahar adalah sesuatu yang dapat 

dihargakan secara syari‟at, yang berupa barang, hewan, atau bangunan 

yang suci, dan tidak bernajis, karena yang bernajis tidak bisa 

dihargakan secara syari‟at.
31

 

c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang 

milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk 

memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. 

Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi 

akadnya tetap sah. 

d. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar 

dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak 

disebutkan jenisnya. 

e. Mengajarkan al-Qur‟an boleh dijadikan mahar, menurut pendapat 

Maliki dan Syafi‟i, sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, tidak 

boleh dijadikan sebagai mahar. Mazhab hanafi berpendapat mahar 
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adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu 

untuk diserahkan.
32

 

f. Segala yang dapat dijadikan harga dalam penjualan boleh dijadikan 

mahar. Demikian menurut jumhur ulama. 

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, jasa, 

harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. 

Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya 

seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung 

gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang 

memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh 

madzhab kecuali maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan 

Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan di-faskh sebelum 

terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah 

dengan menggunakan mahar mitsil.
33

 

D. Macam-macam Mahar 

Ulama fikih sepakat bahwa bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mahar Mussamma 

Menurut Wahbah al-Zuhalily dalam bukunya fiqh Islam wa 

adillatuhu terjemahan Abdul Hayyie al Khattani mengatakan bahwa 
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mahar mussama adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki 

dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya.
34

 

Kaitannya dengan pemberihan mahar, wajib hukumnya 

membayar mahar musmma apabila telah terjadi khawal (bersepi-sepi) 

suami wajib membayar mahar. Mahar tidak termasuk rukun dan syarat 

pernikahan, hanya menjadi kewajiban suami untuk membayarnya. 

Apabila seorang suami meninggal dunia sementara dia belum 

membayar mahar kepada istrinya, pembayarannya diambil dari harta 

peninggalan dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Hal Itu disebabkan 

mahar yang belum dibayar termasuk kedalam hutang piutang, kecuali 

istrinya membebaskan utang mahar tersebut sehingga tidak ada 

kewajiban ahli waris membayarnya.
35

 

b. Mahar Mitsil 

Mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut 

jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu 

akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknnya.
36

 

Adapun mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan yaitu 

sebagai berikut: 

Pertama : dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama 

sekali mahar atau jumlahnya, kedua: suami menyebutkan mahar 

musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang di 
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tentukan mahar tersebut cacat seperti maharnya minuman keras, 

ketiga: suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian 

suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak 

dapat diselesaikan. 

E. Penentuan Kadar Mahar 

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah 

maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan 

kemampuan manusia dalam memberikannya.
37

 Orang yang kaya 

mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar 

jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin hampir 

tidak mampu memberinya. Oleh karena itu pemberian mahar diserahkan 

menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan 

dari masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan 

jumlahnya. 

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar karena 

adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain 

itu setiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu 

Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan 

masing-masing individu atau keadaan dan tradisi keluarganya
38

 

Penentuan kadar mahar di atur dalam Kompilai Hukum Islam dan 

pendapat Imam Mazhab. 
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1. Penentuan Kadar Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam memuatnya dalam satu bab yang 

terdiri atas 9 (sembilan) pasal. Selengkapnya berikut ini.
39

 

Pasal 30 dijelaskan bahwa “Calon mempelai pria wajib 

membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, 

dan jenisnya disepakati kedua belah pihak”.  

Pasal 31dijelaskan bahwa “Penentuan mahar berdasarkan atas 

kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. 

Pasal 32 dijelaskan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada 

calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.  

Pasal 33 dijelaskan bahwa 

a. Penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai  

b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar 

boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk 

sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannnya 

menjadi hutang calon mempelai pria. 
40

 

Pasal 34 dijelaskan bahwa 

a. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan.  

b. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu 

akad' nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu 
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pula dalam keadaan mahar terhutang, tidak mengurangi sahnya 

perkawinan.  

Pasal 35 dijelaskan bahwa 

a. Suami yang menalak istrinyaqobla-ad-dukhul, wajib 

memberikan setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad 

nikah.  

b. Apabila suami meninggal qobla-ad-dukhul, seluruh mahar yang 

telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.  

c. Apabila perceraian terjadi qobla-ad-dukhul, tetapi besar mahar 

telah ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. 

Pasal 36 dijelaskan bahwa “Apabila mahar hilang sebelum 

diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama 

bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau yang 

senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.
41

  

Pasal 37 dijelaskan bahwa “Apabila terjadi selisih pendapat 

mengenai nilai dan jenis mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya 

diajukan ke pengadilan agama”.
42

  

Pasal 38 dijelaskan bahwa 

a. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau 

kurang, tetapi calon mempelai wanita bersedia menerimanya 

tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.  
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b. Apabila si istri menolak mahar karena cacat, suami harus 

menggantinya dengan mahar yang lain yang tidak cacat. 

Selama mahar penggantinya belum diserahkan, mahar masih 

dianggap belum dibayar.  

Kompilasi Hukum Islam  menyatakan bahwa penentuan mahar 

hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi 

menunjukkan kemewahan dan penentuannya di sepakati oleh kedua 

belah pihak . Maskawin walaupun hak wanita, hendaklah hak itu 

dipertimbangkan masak-masak agar tidak memberatkan calon 

suaminya. Apabila si wanita meminta mahar yang terlalu tinggi, hal ini 

akan menyulitkan calon suami, walaupun dengan berbagai cara ia akan 

memberikannya. 

2. Penentuan Kadar Mahar Menurut Imam Mazhab 

a).  Imam Syafi‟i 

Mazhab Syafi‟i berpendapat, jika seorang laki-laki menikahi 

seorang perempuan dengan mahar seribu dengan syarat bahwa 

bapaknya di berikan seribu, atau dengan syarat si suami memberikan 

uang seribu padanya, maka menurut mazhab Syafi‟i mahar ini rusak 

karena dia menjadikan sebagian yang harus dia penuhi sebagai 

imbalan percumbuan kepada orang yang selain istri. Dalam gambaran 

ini mesti diberikan mahar mitsil akibat rusaknya mahar musamma.
43
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b). Mazhab Hanbali  

Mazhab Hanbali berpendapat, bapak si perempuan yang 

memiliki hak untuk memilikinya tanpa orang lain memliki hak untuk 

menetapkan syarat mendapatkan bagian anak perempuanya untuk 

dirinya karena Nabi Syu‟aib a.s. dengan syarat menggembalakan 

dombanya. Dia tetapkan syarat  ini untuk dirinya karna seorang bapak 

berhak mengambil harta anaknya.
44

Yang diimaksud dengan mengambil 

adalah mengambil harta si perempuan. Jika dia dikawinkan dengan 

syarat mahar sebanyak seribu untuk perempuan dan seribu untuk bapak, 

maka sah kesepakatan ini. 

 Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat bahwa bagi 

mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih dengan 

batas terendahnya. 

Zaman ulama mazhab perbedaan terjadi ketika membahas tentang 

jumlah mahar. Menurut Mazhab Hanafi, standar mahar yang paling rendah 

adalah sepuluh dirham. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat standar 

mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar, atau tiga dirham perak 

murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan.
45

 Atau barang-

barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya. 

Sedangkan Mazhab Syafi‟i dan Hanbali berpendapat tidak ada batasan 
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terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, oleh 

sebab itu sah apabila mahar dengan benda sedikit ataupun banyak.
46

 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah 

sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham.
47

 

Mereka berpendapat bahwa Nabi SAW, “carilah walaupun hanya 

cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan 

terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya  tentu beliau 

menjelaskannya.  

Melihat terhadap penjelasan di atas, bahwa mahar yang menjadi 

kewajiban suami untuk diberikan kepada istri, haruslah sesuai dengan 

kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Demi 

terciptanya tujuan yang sesuai dengan apa  yang diinginkan hukum shara‟ 

dalam Islam. 

Jumhur Ulama sepakat bahwa kadar mahar tidak memiliki batas 

minimal dan maksimal yang harus dilakukan oleh suami. Ukuran mahar 

diserahkan pada kemampuan suami sesuai dengan pandangan yang sesuai. 

Hal ini terjadi karena agama Islam juga tidak menetapkan jumlah 

minimum dan jumlah maksimum  maskawin, yang disebabkan oleh 

perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya.
48

 

Menurut Ibnu Taimiyyah dalam buku Fiqih Munakahat karya Tihami 

dan Soari Sahrani berkata “mahar wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia 

mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, jika disertai dengan hal-hal 
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atau syarat lain yang bisa menjadikan hukumnya menjadi makruh, seperti 

diikuti rasa kebanggaan dan kesombongan”.
49

 Sedangkan bagi orang yang 

tidak mampu memenuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya 

makruh. Bahkan bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak 

memenuhi hal itu atau mahar  berbentuk benda yang diharamkan. Jika 

jumlah mahar yang ditentukan itu besar dan dia menyanggupi dengan 

ditangguhkan (tidak tunai), maka hukumnya juga makruh.
50

 

Mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh , jika tidak 

bertujuan untuk berbangga diri dan sombong  juga tidak untuk hura-hura 

serta tidak memberatkan pihak suami, sampai ia harus melibatkan orang 

lain dalam masalah ini. Jangan sampai hal ini membuat suami disibukkan 

dengan tanggungan yang dipikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu 

berat, dengan berbagai bentuk utang dan pinjaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Saleh al-Al Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, h. 672. 
50

 Ibid. 



42 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Peneliti menentukan jenis dan sifat penelitian, untuk mendapatkan data 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan memudahkan 

pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di 

lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi 

untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.
51

  

Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan 

secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada masyarakat. 

Penelitian ini di lakukan di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, 

Kabupaten Tulang Bawang. 

 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain.
52
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Deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan ini berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data 

diperoleh dari wawancara, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi 

lainnya.
53

 

Penelitian ini merupakan pemaparan, gambaran data dan fakta yang 

dihimpun dari lapangan maupun bahan-bahan pustaka yang terkait dengan 

Penetapan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif  Hukum Islam. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan 

hasil pencatatan peneliti yang berupa fakta sehingga dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang di 

pakai untuk suatu keperluan. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, baik baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk 

dokumen resmi yang kemudian di olah peneliti.
54

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan sumber data primer 

utama atau sumber pokok yang berasal dari orang pertamanya. Adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah subjek penelitian itu 

sendiri yang berkaitan dalam Penetapan Kadar Mahar oleh Orang Tua 
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yang di lakukan di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, 

Kabupaten Tulang Bawang.  

 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh 

secara tidak langsung pada yang mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab terhadap informasi yang ada. Data skunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan lain-lain yang dapat 

memperkaya data primer.
55

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan sumber sekunder 

merupakan sumber tambahan dalam memperoleh informasi yang masih 

ada kaitannya dengan sumber primer. Adapun peneliti dalam 

mengumpulkan data tentang Penetapan Kadar Mahar oleh Orang Tua 

Perspektif Hukum Islam di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, 

Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya bergantung pada sumber primer, 

akan tetapi juga melalui sumber-sumber penunjang lainnya seperti buku-

buku yang berkaitan masalah diatas serta yang dapat memberikan 

informasi tentang obyek yang di teliti. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data 
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yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
56

 Adapun pengumpulan data 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancarai.
57

 Wawancara dibedakan sebagai berikut: 

a. Wawancara bebas 

Yaitu wawancara yang dilakukan pewawancarasecara bebas dengan 

menanyakan apa saja tetapi mengikat data apa yang warus 

dikumpulkan. 

b. Wawancara terpimpin 

Yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa 

sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. 

c. Wawancara bebas terpimpin 

Yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.
58
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Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu 

melakukan wawancara dengan bebas namun tetap memiliki pedoman 

secara khusus tentang hal-hal pokok yang akan ditanyakan terkait 

penetapan kadar mahar oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan 

Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.  

 

2. Dokumentasi 

Dokumentsi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti 

dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Metode 

dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh informasi dari data 

yang berkaitan dengan penetapan kadar mahar oleh orang tua.   

 

D. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Dalam proses ini sering kali 

digunakan statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyerdehanakan 

data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih 

sederhana dan lebih mudah untuk dipahami.
59
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Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif yang berusaha menggambarkan menganalisa dan menilai 

desa terkait dengan penetapan kadar mahar oleh orang tua. Sedangkan 

langkah-langkah yang di gunakan peneliti adalah mendeskripsikan berkaitan 

dengan penetapan kadar mahar oleh orang tua perspektif hukum islam, 

kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu 

penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Banjar Dewa  

1. Sejarah Desa Banjar Dewa 

Desa Banjar Dewa berdiri dan ditetapkan sebagai desa yang berada  

di wilayah Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi 

Lampung, pada pertengahan tahun 2009, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah daerah maka desa banjar agung harus dimekarkan. Dengan 

musyawarah bersama oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda, 

maka sepakat desa banjar agung dimekarkan, desa pemekaran diberi nama 

desa banjar dewa.
60

 

Awal mula mengapa desa pemekaran baru ini diberi nama banjar 

dewa adalah menurut sejarah bahwa desa induk (banjar agung) nenek 

moyangnya berasal dari Pagar Dewa dengan tidak menghilangkan sejarah, 

maka kepala desa banjar agung Hi Abdul Somad Basri (Alm) memberi 

nama desa pemekaran dengan nama banjar dewa.
61

 

Latar belakang dimekarkanya desa banjar agung dikarenakan terdiri 

dari masyarakat yang majemuk, kini desa banjar dewa terdiri dari banyak 
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etnis yang dominan adalah suku jawa dan bali, tetapi masih ada suku lain 

yang ada didalam desa banjar dewa seperti suku batak dan sunda, secara 

religius desa banjar dewa lebih dominan terdiri dari dua agama, yaitu agama 

Islam dan hindu. 

Setelah berpisah dengan desa banjar agung, maka desa banjar dewa 

saat ini mulai mandiri, berbuat dan berupayauntuk maju agar dapat sejajar 

dengan desa lain di segala bidang, baik ekonomi, budaya, maupun 

pembangunan.
62

 Adapun urutan dan nama kepala kampung Banjar Dewa 

yaitu: 

1. Ayu lestari 2009 - 2011 

2. Imam Chanafi 2011 

3. Made Wardane, S.E 2011 - 2017 

4. Asri Susilowati 2017 - 2023 

2. Luas dan Batas wilayah 

Kampung Banjar Dewa adalah kampung yang berada di Kecamatan 

Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang secara geografis kampung Banjar 

Dewa terletak di ketinggian di atas permukaan laut  (rata-rata) 45 mdpl. 

Kampung Banjar Dewa memiliki luas 867 Ha dan memiliki batas wilayah 

sebagai berikut : 
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Batas wilayah: 

a. Utara    : kampung Banjar Agung 

b. Selatan : kampung PKP jaya 

c. Barat    : kampung Pagar Dewa  

d. Timur   :kampung Tri Tunggal jaya 

3. Kependudukan  

Berdasarkan data penduduk 2017 di kampung Banjar Dewa, 

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No Penduduk Jumlah 

1 Jumlah Laki-laki 1227 

2 Jumlah Perempuan 1258 

 Jumlah Total 2485 

 

Berdasarkan  tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin di kampung Banjar Dewa, untuk jenis kelamin laki-

laki berjumlah 1227 orang, sedangkan untuk jekelamin perempuan 

berjumlah 1258 orang. Jadi dari total jumlah penduduk 2485 lebih dominan 

jumlah penduduk jenis kelamin perempuan. 
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Data penduduk tahun 2017 di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar 

Agung, Kabupaten Tulang Bawang jumlah penduduk berdasarkan agama yang 

dianut dapat dilihat dari tabel berikut
63

: 

Tabel 2. Jumlah penduduk dilihat dari Agama 

No Agama Jumlah 

1 Islam 1509 

2 Hindhu 957 

3 Budha 6 

4 Kristen 13 

5 Katholik - 

Jumlah 2485 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa agama yang dianut 

oleh penduduk di kampung Banjar Dewa adalah agama Islam, Kristen, 

katholik, Hindu, dan Budha. Dimana jumlah penduduk yang menganut agama 

Islam lebih dominan dibandingkan agama yang lainya. 

Berdasarkan data penduduk 2017 di kampung Banjar Dewa, 

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang jumlah penduduk 

dilihat dari pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Dilihat Dari Pendidikan 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 Tidak tamat SD 307 

2 SD 350 

3 SMP 97 

4 SMA 62 

5 Diploma/Sarjana 55 

 

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk  di 

kampung Banjar Dewa, Kabupaten Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang 

yang tidak tamat SD berjumlah 307 orang, SD berjumlah 350, SMP berjumlah 

97 orang, SMA berjumlah 62 orang sedangkan Diploma/Sarjana berjumlah 55 

orang. 

Berdasarkan data penduduk 2017 di kampung Banjar Dewa, 

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang jumlah penduduk dilihat 

dari mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut
64

 : 

Tabel 4.Jumlah Penduduk Dilihat Dari Mata Pencaharian 

No  Jenis pekerjaan  Jumlah  

1 Petani  435 

2 Peternak  10 
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3 Pedagang  140 

4 Buruh tani  50 

5 PNS 15 

6 Tukang kayu  20 

7 Penjahit  10 

8 TNI/POLRI - 

9 Tukang bangunan 30 

10 Buruh pabrik 150 

 Jumlah 860 

 

Tabel di atas dapat di jelaskan bahwa penduduk di Desa banjar Dewa, 

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang memiliki mata 

pencaharian yang sangat beragam, dan mata pencaharian paling banyak adalah 

petani. 
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B. Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua di Desa Banjar Dewa, 

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. 

Sayyid sabiq mengatakan dalam buku Fikih Munakahat karya Tihamni 

dan Sohari bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai 

kedudukan wanita yakni memberi hak untuk memegang urusanya sendiri. pada 

zaman jahiliah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga wanita 

tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-

mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam Syari‟at islam diangkat 

drajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika 

menikahinya.
65

 

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita 

bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak 

dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syari‟at Islam 

dimaksudkan untuk menganggkat harkat dan derajat kaum perempuan yang 

sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya 

pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki status perempuan tidak 

dianggap sebagai barang yang diperjual belikan.
 66

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar 

Agung, Kabupaten Tulang Bawang Mayoritas masyarakat Desa Banjar Dewa 

adalah beragama Islam tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui 

mengenai penentuan mahar. 
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Permasalahan yang menjadi daya tarik bagi penulis hingga diangkat 

menjadi judul dalam penelitian skripsi ini adalah tentang  penentuan mahar 

secara penuh yang dilakukan oleh orang tua. Mereka melakukan hal 

tersebut dengan meniadakan hak anak perempuannya yang akan menikah 

untuk ikut serta   menentukan maharnya sendiri. 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh data-data 

yang dikumpulkan melalui wawancara mengenai penentuan mahar secara 

penuh yang dilakukan oleh orang tua di Desa Banjar Dewa, Kecamatan 

Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang 

Menurut bapak Sukilat selaku orang tua dari Puri anak yang maharnya 

ditentukan oleh orang tuanya mahar adalah suatu pemberian barang atau uang 

kepada calon istri ketika akan dilangsungkan akad nikah.
67

 Menurut beliau 

jumlah atau jenis mahar tersebut ditapkan oleh orang tua pihak calon istri, 

karena orang tua menggangap bahwa ini tugas mereka sebagai orang tua untuk 

menentukan mahar anak yang akan dinikahkannya secara penuh, selama 

masih ada orang tua  maka segala urusan yang berkaitan  dengan anaknya, 

khususnya mengenai perkawinan serta masalah penentuan mahar anak 

perempuannya tersebut merupakan hak penuh orang tua untuk 

melaksanakannya. Beliau mengaku tidak mengetahui hak perempuan yang 

akan menikah karena minimnya pengetahuan mengenai mahar dan kurangnya 

penyuluhan agama.
68
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Menurut ibu Suryati selaku orang tua Puri mahar adalah pemberian 

wajib bagi calon suami kepda calon istri saat akan melangsungkan akad 

nikah.
69

 Dan menurut beliau yang menentukan mahar adalah orang tua pihak 

perempuan karena orang tua merasa mempunyai hak terhadap anak mereka,  

yakni  dalam  segala  hal  yang  berkaitan  dengan kehidupan anak 

perempuannya terutama dalam hal penentuan kadar mahar. Ibu Suryati 

menginginkan mahar anaknya besar untuk menunjukan kepada masyarakat 

bahwa status sosialnya tinggi dan kebutuhan ekonomi yang membuat ibu 

Sartini menentukan kadar mahar anaknya, menurut beliau jika nanti 

membutuhkan uang bisa memakai mahar tersebut untuk kebutuhan rumah 

tangga anaknya . 

Menurut puri selaku anak yang maharnya ditentukan oleh orang tuanya 

mahar adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri sebagai syarat 

untuk melangsungkan akad nikah.
70

 dan menurut sodari Puri maharnya 

ditentukan sepenuhnya oleh orang tuanya. Ia terpaksa menerima keputusan 

orang tuanya karena takut orang tuanya marah sehingga sodari Puri 

membiarkan maharnya ditentukan secara penuh oleh orang tuanya
71

 

Menurut Dwi selaku anak yang maharnya ditentukan oleh orang 

tuanya mahar adalah suatu yang didapatkan dari calon suami saat akad nikah 

berlangsung.
72

 Dan menurut beliau maharnya sepenuhnya ditentukan oleh 

orang tunya. Ia terpaksa membiarkan orang tuanya menentukan kadar 
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maharnya karena tidak mau dianggap anak durhaka jika melawan orang 

tuanya.
73

 

Menurut ibu Tini selaku orang tua Dwi mahar adalah suatu pemberian 

dari calon suami untuk calon istri ketika akan menikah.
74

 Dan menurut beliau 

yang berhak menentukan mahar adalah orang tuanya, menurut ibu Tini orang 

tua mempunyai hak penuh dalam menentukan  mahar untuk  anak 

perempunnya dan meniadakan hak anak  perempuan  mereka  untuk  ikut  

serta  dalam  menentukan  maharnya sendiri. 
75

 Hal ini terjadi karena orang 

tua menganggap bahwa orang tualah  yang telah  mendidik dan merawat  

anak perempuan mereka sampai dewasa. 

Menurut bapak Jaimun selaku tokoh agama di Desa Banjar Dewa 

mahar adalah suatu pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri 

ketika akan dilaksanakannya suatu akad nikah,
76

dan menurut beliau mahar 

adalah hak istri orang tua tidak boleh mengambil hak anaknya. Dalam 

penentuan kadar mahar dilakukan oleh calon suami dan calon istri sesui 

dengan kemampuan calon suami.
77

  

Penentuan mahar yang demikian dilakukan oleh orang tua di  Desa 

Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang 

disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama karena mereka (Para Orang Tua) 

khususnya ayah  menganggap  bahwa  para  orang  tualah   yang  sudah  

membesarkan anaknya dari kecil sampai dewasa, sehingga dengan berdalihkan 
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alasan ini mereka merasa mempunyai hak ijbar secara penuh mengenai 

segala urusan anaknya terutama  dalam segala hal yang menyangkut  

tentang  perkawinan anak   perempuannya   tersebut. 
78

  Adapun   yang   

kedua   yakni   kurangnya pemahaman masyarakat Desa Banjar Dewa, 

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terhadap hak 

perempuan mengenai mahar, disebabkan minimnya pengetahuan mereka 

mengenai mahar dan kurangnya penyuluhan agama. 

Faktor minimnya ilmu pengetahuan agama, ekonomi dan keegoisan 

orang tua yang seperti demikian, perempuan disana terpaksa memilih untuk 

mematuhi orang tua mereka walaupun tidak sedikit dari mereka menyimpan 

kekecewaan yang harus disimpan atas kebijakan orang tua mereka tersebut. 

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di 

Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang 

Bawang. 

Pemahaman masyarakat Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, 

Kabupaten Tulang Bawang mengenai mahar masih kurang. Mereka 

beranggapan bahwa selama masih ada orang tua  maka segala urusan yang 

berkaitan  dengan anaknya, khususnya mengenai perkawinan serta masalah 

penentuan mahar anak perempuannya tersebut merupakan hak penuh orang tua 

untuk melaksanakannya.
79

 Dari keterangan yang diperoleh dari hasil 

wawancara, seorang anak perempuan baru mempunyai hak untuk ikut serta 
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menentukan maharnya sendiri, jika kedua orang tua atau ayahnya telah 

meninggal. 

Hukum  Islam  sudah  mengatur  segala  urusan  manusia,   termasuk   

juga   mengatur   masalah   melaksanakan perkawinan. Seperti yang sudah 

dijelaskan dalam bab dua sebelumnya, bahwa salah satu usaha Islam ialah 

memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yakni memberi hak untuk 

memegang urusanya sendiri. pada zaman jahiliah, hak-hak wanita dihilangkan 

dan disia-siakan sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya 

sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak 

kekayaannya. Dalam Syari‟at islam diangkat drajatnya dengan diwajibkannya 

kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya.
80

 

Mazhab Syafi‟i berpendapat, jika seorang laki-laki menikahi seorang 

perempuan dengan mahar seribu dengan syarat bahwa bapaknya di berikan 

seribu, atau dengan syarat si suami memberikan uang seribu padanya, maka 

menurut mazhab Syafi‟i mahar ini rusak karena dia menjadikan sebagian yang 

harus dia penuhi sebagai imbalan percumbuan kepada orang yang selain istri. 

Dalam gambaran ini mesti diberikan mahar mitsil akibat rusaknya mahar 

musamma.
81
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Mazhab Hanbali berpendapat, bapak si perempuan yang memiliki hak 

untuk memilikinya tanpa orang lain memliki hak untuk menetapkan syarat 

mendapatkan bagian anak perempuanya untuk dirinya karena Nabi Syu‟aib a.s. 

dengan syarat menggembalakan dombanya. Dia tetapkan syarat  ini untuk 

dirinya karna seorang bapak berhak mengambil harta anaknya.
82

Yang 

diimaksud dengan mengambil adalah mengambil harta si perempuan. Jika dia 

dikawinkan dengan syarat mahar sebanyak seribu untuk perempuan dan seribu 

untuk bapak, maka sah kesepakatan ini. 

Penentuan mahar harus disepakati kedua belah pihak ini juga 

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30, bahwa calon mempelai 

pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita  yang   jumlah dan 

bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”
83

 

Mahar disepakati oleh kedua belah pihak dari mempelai laki- laki dan 

perempuan. Seperti    yang sudah dijelaskan di atas  bahwa dalam masalah 

penentuan mahar memang harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dari 

suami dan istri.  Dari pengertian  tersebut  bisa diambil pemahaman bahwa 

yang mencakup atau yang berhak ikut serta didalamnya adalah para keluarga 

dari pihak suami dan istri. 

Menurut pasal 30 KHI dijelaskan bahwa mahar memang harus 

berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak calon suami dan calon 

istri,  yang didalamnya mempunyai makna yakni kesepakatan dari keluarga 
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calon suami dan keluarga calon istri.  Jadi orang tua  berhak menentukan  

mahar anak perempuan mereka Namun yang juga harus di ingat  anak 

perempuan yang akan menikah  juga  mempunyai  peran  untuk  ikut  serta  

menentukan  maharnya sendiri, hal ini seperti yang  terdapat dalam sebuah 

hadits sebagai berikut: 

جَتْ عَهيَ وعَْهيِْهَ فقَاَلَ رَ  سُوْلُ اللهِ: عَهْ عَامِز بهِْ رَبيِْعَت: أنََّ إمِْزَأةَ مِهْ بىَيِ فشََارَةٍ تشََوَّ

 أرََضِيْتِ عَمَ وفَْسِكِ وَمَا نكَِبىِعَْهيَْهِ فقَاَنتَْ: وعََمْ فأَجََاسَيُ )رواي أحمد وإبه مَاجً وانتزمذى(

Dari „Amir bin Rabi‟ah: “ Sesungguhnya seorang perempuan dari bani 

Fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah Saw. bertanya 

kepada perempuan tersebut: “Relakah engkau dengan maskawin 

sepasang sandal?”, maka kemudian perempuan itu menjawab: “Iya”,   

Rasulullah Saw. meluruskannya”. (HR. Ahmad bin Mazah dan 

dishahihkan oleh Turmudzi ).
84 

Penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh yang 

meniadakan hak anak perempuannya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar 

Agung Kabupaten Tulang Bawang bukanlah merupakan ketentuan dari hukum 

Islam. Akan tetapi sebaliknya, apabila mereka para orang tua melakukan hal 

tersebut (menentukan mahar anak perempuannya) dengan alasan untuk 

kemaslahatan anaknya, dan dibalik kebijakan tersebut anak perempuannya  

ridho atau rela terhadap apa yang sudah ditentukan mahar baginya. Maka hal 

ini tidak bisa dipermasalahkan, karena jika mempelai suami dan istri ridho 

terhadap mahar yang sudah ditentukan, maka kebijakan tersebut 

diperbolehkan. Karena apabila terjadi peristiwa seperti ini yakni bisa 

dikatakan sudah sesuai dengan apa yang disyari‟atkan  oleh Islam 
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disebabkan didalamnya sudah terdapat asas kerelaan dan kesepakatan 

antara  pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam 

penentuan mahar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian yang penulis teliti ini adalah 

sebagai berikut : 

Penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh yang 

meniadakan hak anak perempuannya di Desa Banjar Dewa Kecamatan 

Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang bukanlah merupakan ketentuan 

dari hukum Islam, karena didalam beberapa kitab fiqih dijelaskan bahwa 

mahar merupakan hak istri dan di dalam penentuanya  juga harus terdapat 

kerelaan   seorang   istri.   Adapun   yang   terjadi   di   Desa Banjar Dewa 

Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Para istri kecewa 

atas ketentuan orang tua tersebut, namun harus  terpaksa  menerima  

Karena  dianggap  oleh  para  orang  hak  anak perempuannya tidak  ada, 

maka dalam hal inilah  Islam tidak membenarkan, karena Islam 

menghendaki adanya kerido‟an atau kerelaan calon istri atas mahar yang 

akan diberikan oleh calon suami, maka hal yang terjadi di Desa Banjar 

Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. 
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B. Saran 

1. Tokoh agama sebagai contoh dan tauladan dalam masyarakat,  

hendaknya memberikan pemahaman kepada semua lapisan 

masyarakat secara lebih mendalam tentang makna mahar dalam 

Islam termasuk dalam hal penentuan mahar. 

2. Masyarakat Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten 

Tulang Bawang hendaknya memahami secara benar tentang 

pentingnya  mahar  yang  didalam  ketentuannya  harus  terdapat  

kerelaan dari istri menurut hukum Islam. 
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD) 

PENENTUAN KADAR MAHAR OLEH ORANG TUA  
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(Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung,  

Kabupaten Tulang Bawang ) 

 

 

A. Wawancara 

1. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan  tokoh agama 

a. Apakah yang anda ketahui tentang mahar? 

b. Siapa yang menentukan mahar? 

c. Bagaimana pandangan saudara terhadap penentuan kadar mahar oleh 

orang tua ? 

2. Wawancara dengan istri yang maharnya ditentukan oleh orang tuanya 

a. Apakah yang anda ketahui tentang mahar? 

b. Apakah benar dalam pernikahan anda maharnya ditentukan oleh 

orang tua anda? 

c. Apa alasan anda membiarkan mahar anda di tentukan oleh orang tua 

anda? 

3. Wawancara dengan pelaku (orang tua) 

a. Apakah yang anda ketahui tentang mahar? 

b. Apa alasan anda menentukan kadar mahar anak anda? 

c. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anda menentukan kadar mahar 

anak anda? 
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